WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
jo. Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan
kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan
plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 13 Agustus 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan sebagaimana diubah dengan
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Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana
Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan
Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 677);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang

Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
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Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005
Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8
Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Cirebon Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Cirebon Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon

Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor S5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Cirebon Nomor 105);



39.

40.

41.

42.

-O-

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran  Daerah  Kota  Cirebon Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon

Nomor 106);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon

Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
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Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah  Kota  Cirebon  Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor S5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota

Cirebon Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 75);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomot 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor S Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021

Nomor 5);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

Menetapkan :

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

3. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang  berkedudukan sebagai unsur  penyelenggara

pemerintahan daerah.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan.

. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan

dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
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. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan

dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk investasi

Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak
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kepemilikan, termasuk pendirian

Perseroan Terbatas

dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
semula sebesar Rpl1.459.202.744.240,00 bertambah sebesar
Rp201.083.335.152,00 sehingga menjadi Rp1.660.286.079.392,00,

dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan daerah:
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan
b. Belanja Daerah:
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah belanja daerah setelah
perubahan
c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan pembiayaan
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan
2. Pengeluaran pembiayaan
a) Semula

b) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan

Jumlah pembiayaan netto

setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1.434.738.075.240,00
175.929.963.237,00
1.610.668.038.477,00

1.449.838.480.240,00
205.878.599.152,00
1.655.717.079.392,00

24.464.669.000,00
25.153.371.915,00
49.618.040.915,00

9.364.264.000,00
(4.795.264.000,00)

4.569.000.000,00

45.049.040.915,00

0,00
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Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, bersumber dari :

a.

(1)

Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp 516.907.457.500,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 400.000.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah Rp 517.307.457.500,00
setelah perubahan

Pendapatan transfer

1. Semula Rp 877.221.117.740,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 169.399.963.237,00
Jumlah pendapatan transfer Rp 1.046.621.080.977,00

setelah perubahan

Lain-lain pendapatan daerah

yang sah

1. Semula Rp 40.609.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 6.130.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan Rp 46.739.500.000,00

daerah yang sah setelah

perubahan

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, bersumber dari:
a. Pajak daerah
1. Semula Rp 192.012.249.000,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pajak daerah setelah Rp 192.012.249.000,00
perubahan

b. Retribusi daerah

1. Semula Rp 15.099.868.000,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp 0,00
Jumlah retribusi daerah Rp 15.099.868.000,00

setelah perubahan
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c. Hasil Pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp 8.055.501.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah hasil pengelolaan Rp 8.055.501.000,00
kekayaan daerah setelah
perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah
1. Semula Rp 301.739.839.500,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 400.000.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan Rp 302.139.839.500,00
asli daerah yang sah setelah
perubahan
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat
1. Semula Rp 778.042.115.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 6.985.327.422,00
Jumlah transfer pemerintah Rp 785.027.442.422,00
pusat daerah setelah
perubahan
b. Transfer antar daerah
99.179.002.740,00
162.414.635.815,00

261.593.638.555,00

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah transfer antar daerah Rp
setelah perubahan
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
a. Pendapatan Hibah
1. Semula Rp 0,00
6.130.000.000,00

6.130.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah hibah setelah Rp
perubahan

b. Lain-lain pendapatan sesuai
dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
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1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan Rp

sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan setelah

Perubahan

Rp
Rp

Pasal 5

40.609.500.000,00
0,00
40.609.500.000,00

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

terdiri atas;

a.

(1)

Belanja operasional

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja operasional
setelah perubahan
Belanja modal

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal setelah
perubahan

Belanja tidak terduga

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja tidak terduga
setelah perubahan

Belanja transfer

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Jumlah belanja transfer setelah Rp

perubahan

Pasal 6

1.330.970.444.308,00
39.211.079.563,00
1.370.181.523.871,00

114.308.035.932,00
166.312.125.189,00
280.620.161.121,00

4.560.000.000,00
355.394.400,00
4.915.394.400,00

0,00
0,00
0,00

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a, terdiri atas:
a. Belanja pegawai

1. Semula

Rp

672.004.008.617,00



(2)
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sosial setelah perubahan

2. Bertambah/(berkurang) Rp 11.684.879.327,60
Jumlah belanja pegawai Rp 683.688.887.944,60
setelah perubahan
. Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp 630.773.535.124,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 26.976.000.235,00
Jumlah belanja barang dan Rp 657.749.535.359,40
jasa setelah perubahan
Belanja bunga
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah belanja bunga Rp 0,00
setelah perubahan
. Belanja subsidi

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah belanja subsidi Rp 0,00
setelah perubahan

Belanja hibah

1. Semula Rp 28.192.900.567,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 550.200.000,00
Jumlah belanja hibah Rp 28.743.100.567,00
setelah perubahan

Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah belanja bantuan Rp 0,00

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

231.944.400,00
(25.191.001,00)
206.753.399,00

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah belanja modal tanah Rp

setelah perubahan



(3)

(4)
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b. Belanja modal peralataan dan

mesin

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah belanja peralatan Rp

dan mesin setelah perubahan

c. Belanja modal gedung dan

bangunan
1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah belanja modal Rp
bangunan dan gedung
setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan

dan irigasi

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah belanja modal jalan, Rp

jaringan dan irigasi
setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap

lainnya
1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah belanja modal asset Rp

tetap lainnya setelah per+

ubahan

54.438.177.793,00
102.029.238.179,00
156.467.415.972,00

58.888.118.987,00
57.169.552.213,00
116.057.671.200,00

219.644.152,00
7.241.523.348,00
7.461.167.500,00

530.150.600,00
(102.997.550,00)
427.153.050,00

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp
b. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah belanja tidak terduga Rp

setelah perubahan

Belanja transfer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf

d, terdiri atas:

4.560.000.000,00
355.394.400,00
4.915.394.400,00
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a. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah belanja bagi hasil Rp
setelah perubahan
b. Belanja bantuan keuangan
1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah belanja bantuan Rp
keuangan setelah

perubahan

Pasal 7

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah penerimaan pembiayaan Rp
setelah perubahan

b. Belanja pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah pengeluaran Rp

pembiayaan setelah perubahan

Pasal 8
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana

Pasal 7 huruf a, terdiri atas;

a. Sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah sisa lebih Rp

perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah

perubahan

24.464.669.000,00
25.153.371.915,00
49.618.040.915,00

9.364.264.000,00
(4.795.264.000,00)
4.569.000.000,00

dimaksud dalam

24.464.669.000,00
25.153.371.915,00
49.618.040.915,00
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. Pencairan dana cadangan

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah pencairan dana Rp

cadangan setelah perubahan

. Hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah hasil penjualan Rp

kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah

perubahan

. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah penerimaan pinjaman Rp

daerah setelah perubahan

. Penerimaan kembali

pemberian pinjaman daerah
1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah penerimaan kembali Rp
pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan

Penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah penerimaan Rp

pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan
perundang-undangan setelah

perubahan

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



(2)

Pengeluaran pembiayaan
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Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a.

Pembentukan dana cadangan
1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pembentukan dana
cadangan setelah perubahan
Penyertaan modal daerah

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penyertaan modal
daerah setelah perubahan
Pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pembayaran cicilan
pokok wutang yang jatuh
tempo setelah perubahan
Pemberian pinjaman daerah
1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pinjaman

daerah setelah perubahan

. Pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan

perundang-undangan

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pengeluaran
pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah

perubahan

sebagaimana

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

dimaksud dalam

0,00
0,00
0,00

9.295.264.000,00
(4.795.264.000,00)
4.500.000.000,00

69.000.000,00
0,00
69.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



(1)

(2)

(3)
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Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Kota Cirebon ini terdiri dari:



1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII :

8. Lampiran VIII :

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI
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Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi ,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Perubahan RKPD dan
Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per jabatan;

Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan Operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan

Peraturan Wali Kota.
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Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon,
pada tanggal 30 September 2021

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
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